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Jakarta, 26 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 3 perkara perselisihan 
hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Kamis (26/07) pukul 10.45 WIB dengan agenda 
Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan tersebut dilaksanakan di ruang sidang 
Panel 2 yang berada di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi. 
 
Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing 
pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 10 
Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran 
permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang 
berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. 
 
Pada sidang kali ini, MK akan memeriksa sebanyak 3 perkara dengan nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018 
perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kerinci, 64/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil 
Pemilihan Bupati Subang, dan 58/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lahat. 
 
Perkara Nomor 39/PHP.GUB-XVI/2018 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Zainal Abidin, S.H., 
M.H. dan Arsal Apri. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018. 
Menurut Pemohon pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2018 telah dijalankan 
oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 
mencederai demokrasi dan keadilan, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Kabupaten Kerinci yang 
memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Adirozal, M.SI dan 
Ir. H. Ami Taher), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon. 
 
Selanjutnya  Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Dedi 
Junaedi, S.H. dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. dengn pokok permohonan Pemohon adalah Permohonan 
Pembatalan Keputusan KPU Subang Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018 Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon. Menurut 
Pemohon, rekapitulasi pemungutan suara di kabupaten subang telah diwarnai dengan kecurigaan 
Pemohon terhadap adanya manipulasi di Berita Acara di TPS serta Pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti 
oleh Panwaslu.  
 
Sedangkan Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018 diajukan oleh H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan 
Berza, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Dalam permohonan, Pemohon meminta Mahkamah untuk 
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-
Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018. Pemohon menjelaskan dalam Permohonannya 
bahwa telah terjadi politik uang di Kabupaten Lahat dan telah dilaporkan ke Bawaslu. Akan tetapi, Bawaslu 
memutuskan untuk menolak laporan tersebut berdasarkan penetapan pendahuluan Nomor: 
001/TSM/BWL.Sumsel/VI/2018.  (MHM) 

 
Tentang Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 
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